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[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti] 

DEFISIT APBD 2024 KABUPATEN TEMANGGUNG                          
DITARGETKAN Rp137,5 MILIAR 

 
Sumber Gambar:  

https://jateng.antaranews.com/berita/516678/defisit-apbd-2024-kabupaten-temanggung-ditargetkan-rp1375-
miliar 

 

Isi Berita:  

Temanggung (ANTARA) - Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 

ditetapkan Rp1,96 triliun sedangkan belanja sebesar Rp2,01 triliun dengan target defisit 

Rp137,5 miliar. 

"Ini atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang anggaran pendapatan 

dan belanja daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024," kata Ketua DPRD 

Kabupaten Temanggung Yunianto di Temanggung, Kamis. 

Ia menyampaikan hal itu saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung membahas 

tentang Persetujuan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. 

"Hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kabupaten Temanggung untuk ditetapkan 

menjadi peraturan daerah Kabupaten Temanggung dan selanjutnya akan dimintakan 

evaluasi kepada Gubernur Jateng," katanya. 

Tanggapan akhir Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo mengatakan proses 

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 merupakan 

proses pembahasan yang sangat berat, bagi Kabupaten Temanggung. 

"Dimana kondisi keuangan daerah terdapat beban belanja yang cukup besar salah satunya 

belanja untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung tahun 2024," katanya. 
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Selain itu keluarnya surat Menteri Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan nomer S-28/pk/2023 perihal penyampaian rincian 

alokasi transfer ke daerah tahun 2024, meskipun terdapat kenaikan namun sudah ada pos-

pos yang sudah ditentukan penggunaannya sehingga masih terdapat defisit yang cukup 

besar. 

"Setelah mendengarkan dan mencermati pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD sesaat tadi saya 

atas nama pemerintah Kabupaten Temanggung menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

pimpinan DPRD, komisi-komisi DPRD, dan badan anggaran DPRD yang telah 

mempelajari, mencermati, mengkoreksi, dan mengkritisi serta memberikan saran dan 

masukan demi perbaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024," 

katanya. 

Dia mengucapkan terima kasih kepada tim anggaran perangkat daerah dan perangkat 

daerah yang sudah berupaya keras untuk menyesuaikan dan menyelesaikan rancangan 

peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 yang sudah disetujui. 

Ia menyampaikan segala saran, koreksi, masukan, dan pendapat sebagaimana disampaikan 

akhir fraksi DPRD yang telah disimak bersama akan dijadikan catatan yang berharga dan 

menjadi perhatian dalam menjalankan roda pemerintahan pelayanan kepada masyarakat, 

peningkatan ekonomi kerakyatan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Temanggung. (Heru Suyitno) 
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Catatan : 

 APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap laporan APBD.1 

 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD.2 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 

                                                 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 

2 Ibid 


